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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 9492 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

-
.

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat
agar tertib administrasi kependudukan berupa Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dan fasilitasi pemenuhan
dokumen kependudukan di tempat serta implementasi
registrasi dan aktivasi akun Identitas Kependudukan
Digital (IKD);

bahwa agar pelaksanaan penertiban administrasi
kependudukan berjalan dengan baik dan lancar, maka
perlu dibentuk Tim Penertiban Administrasi
Kependudukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);
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Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Penerapan Kartu
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
297);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015
tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk
Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 672);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022
tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras,
Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk
Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan
Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 397);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022
tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022
tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor
06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penertiban Administrasi Kependudukan,
dengan susunan Kkeanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Pengarah /Pembina:
memberikan arahan dan pembinaan atas pelaksanaan
kegiatan Penertiban Administrasi Kependudukan.

b. Penanggung Jawab:
melakukan monitoring dan evaluasi serta bertanggung jawab
atas pelaksanaan kegiatan Penertiban Administrasi
Kependudukan.

c. Ketua:
merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan
kegiatan Penertiban Administrasi Kependudukan bersama
Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

d. Wakil Ketua:
membantu Ketua melakukan rapat persiapan dan rapat
evaluasi pelaksanaan kegiatan Penertiban Administrasi
Kependudukan.

e. Sekretaris:
1. membantu Ketua menyusun tahapan pelaksanaan
kegiatan Penertiban Administrasi Kependudukan; dan
2. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan
kegiatan Penertiban Administrasi Kependudukan.

f. Koordinator:
memimpin pelaksanaan kegiatan Penertiban Administrasi
Kependudukan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-
masing bidang urusan dan wilayah.

g. Anggota:

1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan arahan
dari Ketua Tim  pelaksana kegiatan Penertiban
Administrasi Kependudukan; dan

2. membuat laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan
Penertiban Administrasi Kependudukan.

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /¥ Deerrbor 2025

BUPATI TABALONG,%

—%— ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala BPKAD Kabupaten Tablong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/
TANGGAL

/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM KET
Bupati Tabalong Pengarah / Pembina
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Penanggung Jawab
Tabalong
3. |Kepala Dinas Kependudukan Ketua
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tabalong
4. | Sekretaris Dinas Kependudukan Wakil Ketua
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tabalong
5. | Kepala Bidang Pelayanan Sekretaris
Pendaftaran Penduduk pada
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Tabalong
6. |Kepala Satuan Polisi Pamong Koordinator Keamanan dan
Praja dan Pemadam Kebakaran Ketertiban
Kabupaten Tabalong
7. |Kepala Dinas Perhubungan Koordinator Lalu Lintas
Kabupaten Tabalong
8. | Camat Murung Pudak Koordinator Wilayah
Kecamatan Murung Pudak
9. | Camat Tanjung Koordinator Wilayah
Kecamatan Tanjung
10. | Camat Tanta Koordinator Wilayah
Kecamatan Tanta
11. | Kepala Bidang Pelayanan Anggota
Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tabalong
12. | Kepala Bidang Pengelolaan Anggota
Informasi Administrasi
Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tabalong
13. | Kepala Bidang Pemanfaatan Anggota
Data dan Inovasi Pelayanan
pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Tabalong
14. | Anggota Polsek Murung Pudak Anggota




NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM KET
15. | Anggota Polsek Tanjung Anggota
16. | Anggota Polsek Tanta Anggota
17. | Anggota Koramil Murung Pudak Anggota
18. | Anggota Koramil Tanjung Anggota
19. | Anggota Koramil Tanta Anggota
20. | Kepala Seksi Trantib Kecamatan Anggota
Murung Pudak
21. | Kepala Seksi Trantib Kecamatan Anggota
Tanjung
22. | Kepala Seksi Trantib Kecamatan Anggota
Tanta
23. | Anggota Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja Kabupaten Tabalong 10
(sepuluh) orang
24. | Jabatan  Fungsional Dinas Anggota
Perhubungan 2 (dua) orang
25. | Analis Kebijakan Ahli Muda Anggota
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Tabalong 4 (empat) orang
26. | Operator  Sistem  Informasi Anggota
Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Tabalong 5 (lima) orang
BUPATI TABALONG

N6

«—1 ANANG SYAKHFIANI




